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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn yaitu mereka merupakan bagian integral dari jaringan kriminal yang terorganisasi dengan tingkat hierarki dan sistematisasi yang tinggi. Pelaku perantara tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pengedar utama dan konsumen, tetapi juga melaksanakan tugas penting seperti pengangkutan, distribusi, dan pengamanan barang terlarang. Motivasi utama mereka didorong oleh keuntungan ekonomi yang besar, dengan insentif berupa upah dan komisi yang signifikan. Mereka menjalankan peran tersebut dengan strategi dan taktik operasional yang canggih, seperti penggunaan kode komunikasi, tempat persembunyian, serta jalur distribusi yang dirancang untuk menghindari penangkapan. Jaringan ini juga menunjukkan adanya sistem pengelolaan risiko yang matang dan hierarki yang jelas, yang memperkuat keefektifan dan keberlangsungan aktivitas ilegal tersebut. Oleh karena itu, keberadaan dan peran aktif mereka memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, dengan penindakan terhadap seluruh mata rantai, termasuk pelaku perantara sebagai bagian dari strategi pemberantasan narkotika yang efektif.
2. Pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam kasus narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn yaitu pertanggungjawaban hukum pidana berupa pidana mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi pelaku perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan jumlah barang bukti sabu sebanyak 29.000 gram dan 39.000 butir pil ekstasi” yang disembunyikan dalam plastik the warna hijau merek Guanyinwang. Putusan hakim menunjukkan bahwa pelaku perantara yang terbukti aktif dan berperan penting dalam proses distribusi narkotika harus mendapatkan sanksi tegas, termasuk pidana mati, sebagai bentuk efek jera dan penegakan keadilan. Hakim menilai bahwa peran sebagai pelaku perantara, terutama yang terlibat secara langsung dalam pengantaran dan penyaluran narkotika, merupakan faktor utama yang memperkuat pertanggungjawaban hukum mereka.
3. Tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perantara jual beli narkotika yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Tantangan utama meliputi proses pembuktian yang memerlukan bukti kuat dan memenuhi standar hukum tinggi, serta risiko kekeliruan dalam menentukan peran pelaku perantara yang sering tersembunyi dan sulit dibuktikan secara definitif. Hambatan lain meliputi keterbatasan akses terhadap bukti digital, transaksi keuangan, dan komunikasi yang menyulitkan pengungkapan secara menyeluruh. Selain itu, faktor eksternal seperti resistensi sosial dan keberatan dari masyarakat maupun organisasi internasional turut mempengaruhi proses eksekusi hukuman mati, yang harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai prosedur, dan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Penegak hukum dan hakim berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparat, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan yang berlandaskan keadilan dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi, sekaligus memastikan proses peradilan yang adil dan transparan. 
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, antara lain:
1. Dianjurkan agar sistem pembuktian terhadap peran pelaku perantara narkotika terus diperkuat melalui penggunaan teknologi dan metode penyidikan modern, seperti forensik digital dan analisis transaksi keuangan, agar dapat memastikan keakuratan dan keadilan dalam menilai keterlibatan mereka.
2. Dalam penegakan hukum, perlu memastikan bahwa proses penjatuhan dan eksekusi hukuman mati tetap mengikuti prosedur yang transparan dan adil, serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk memanfaatkan mekanisme pengawasan independen.
3. Dianjurkan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengakses dan menganalisis bukti digital, transaksi keuangan, dan komunikasi melalui pelatihan khusus serta pemanfaatan teknologi informasi terkini, sehingga proses pembuktian menjadi lebih akurat dan efisien.
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